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FORM.F.1

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal  : Permohonan Persetujuan Judul

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa  : Elsa Salsahbillah Tambunan
NPM 1245114242

Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

Kredit Kumulatif

No. Judul yang diajukan Persetujuan

Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Arogansi Anggota M' M' 2
1 | Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Studi Kasus Polda

Sumut) gj . u A
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri dalam

2 | Penanganan Massa Aksi Unjuk Rasa (Studi Kasus Polda —>£
Sumut)

Pertanggungjawaban Etik Anggota Polri atas Ucapan yang
3 Tidak Profesional saat Pengamanan Unjuk Rasa dalam
Perspektif Kode Etik Profesi Polri (Studi Kasus Polda

Sumut)

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu
diucapkan terimakasih.

Yem\n\m'm:j Tri Bemd AoVih, St MK oo
Pe 1t P [shamimed thzdulld, SHIFTRS® '
V% . Dy Habna Marjam, k.M

2 ( Elsa Salsahbillah Tambunan )
Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas
- Duplikat untuk Ketua Prodi
- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :

Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
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FORM. F. 2

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : 1394 /UMNAW/FH /A.39/202-6

Kepada
Saudara : Elsa Salsahbillah Tambunan
Tempat, Tgl.Lahir : Limau Manis, 14 Juli 2004
NPM 1245114242
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 20 April 2026
maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Arogansi Anggota Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa
(Studi Kasus Polda Sumut)

Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa, judul/topik tersebut
dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama secara substansial tidak dirubah .

Medan,  April 2026
Ketua Jurusan / Ketua P

NIDN. 0120087804 NIDN. 0112097101

Tembusan :
- Asli untuk mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas

Rangkap 2
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FORM.F. 3

Nomor : '2%/UMNAW/F H/A.55/2026
Lam : Satu set proposal

Hal : Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara

di.-
Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi
Saudara :

Nama : Elsa Salsahbillah Tambunan
NPM 245114242
Jurusan/Prog.Studi  : IImu Hukum

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Arogansi Anggota Polri dalam Pengamanan
Unjuk Rasa (Studi Kasus Polda Sumut)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Dr. Halimatul Maryani, S.H..M.H
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas

Rangkap 2
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Elsa Salsahbillah Tambunan

2. NPM 1245114242

3. Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

4. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Arogansi Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Pengamanan Unjuk Rasa
(Studi Kasus Polda Sumut)

5. Pembimbing I*/I*  : Tri Reni Novita S.H., M.H
Jabatan Akademik  : Lektor Kepala

Tanggal Materi Paraf Keterangan
20-04-2026 | Acc judul il
30-04-2026 | Perbaiki latar belakang masalah dan rumusan 31

masalah penelitian

08-05-2026 | Revisi judul dan Perdalam pembahasan mengenai 3{
tindakan represif aparat dalam penanganan unjuk
rasa

18-05-2026 | Revisi Bab II dan tambahkan referensi jurnal 9{
hukum terbaru

02-06-2026 | Perbaiki analisis hukum terhadap tindakan m
arogansi anggota Polri

12-06-2026 | Tambahkan kesimpulan dan saran agar lebih jelas @'f

dan sistematis

18-06-2026 | Revisi akhir keseluruhan isi skripsi dan daftar 8{
Pustaka

24-06-2026 | Acc Skripsi 24

Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H

Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.

2 Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.

Rangkap2
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FORM.F.5
BIODATA WISUDA

NAMA : Elsa Salsahbitlah Tambunan

TEMPAT LAHIR : Limau Manis

TANGGAL LAHIR  : 14 Juli 2004

NPM 1245114242

NIK : 1219055407040001

NPWP : 21.391.755.2-115.000
FARULIAS © HUKM TGL. SIDANG .20 Agusss 2026
JURUSAN :1ILMU HUKUM JENIS KELAMIN : Perempuan

ALAMAT LENGKAP : Ji. Dusun IV Porwosari Kel
Binjai Baru Kec. Datuk Tanah

Medan, Juni 2026 Datar

NO. HP/WA MAHASISWA : 0882016467588

NO. HP/WA ORANG TUA : 081362070798

NAMA ORANG TUA/

_ Elsa Salsahbillah Tambunan BAPAK DAN IBU : Bapak ucok parlindungan

tambunan & Ibu Evi Deliana

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI :
Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Arogansi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Studi Kasus Polda Sumut)
Pembimbing Skripsi :

1. Tri Reni Novita S.H.,, M.H

Nelly Tridawati|P¢han, S.kom

Catatan:
1. Dibuat rangkap 2 masing — masing untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Biro Adm. Kemahasiswaan
2. Disampaikan langsung ke Biro
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

Rangkap 2

Dipindai dengan CamScanner
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FORM. FU. 1

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana
c/q Dekan Fakultas
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elsa Salsahbillah Tambunan

Tempat, tanggal Lahir  : Limau Manis, 14 Juli 2004

NPM 1245114242

Jurusan/Prog.Studi < Iimu Hukum

Agama : Islam

Alamat :J1. Dusun IV Purwosari Kel. Binjai Baru Kec. Datuk Tanah Datar

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :

Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)

Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)

Persetujuan Mengikuti Ujian (Form.FU. 4)

Undangan (Form.FU 5)

Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.FU.6)

Lembar Penilaian (Form.FU.7)

Daftar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)

Berita Acara ujian (Form.FU 9)

Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)

10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)

1. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)

12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)

13. Biodata Wisuda (Form.F.5)

14. Transkrip Nilai dari semester I - VIl

15. Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing It
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

17. Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)

18, Sertifikat Magang I1I dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/K linis

19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)

20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges

21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester [ ~VII
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi

24. Surat keterangan dari Pusat Bahasa telah menerjemahkan abstrak skripsi

25. Surat keterangan dari PKSI telah menyerahkan berkas

CmNamALN

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga panitia dapat mengabulkannya. Atas perhatian Panitia
saya ucapkan terimakasih.

Medan,

Yang Memghon

Elsa Sal: llah Tambunan

Rangkap 2
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FORM. FU. 2

SURAT KETERANGAN KEUANGAN
Nomor: SH /UMNAW/H.19/20 ..2X

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Salsahbillah Tambunan
Tempat, tanggal lahir : Limau Manis, 14 Juli 2004
NPM 1245114242

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Telah melunasi :

SPP periode (22948, 518 dniz 25726 Bl 2\/077/ 2020

s Bimbiﬁé;{ ..............................................................
. Biaya Ujian Sidang

. Biaya Wisuda 2024

. Biaya Penerbitan Ijazah dan Legalisir dengan kwitansi No. BQ tanggal 13/677

QB W=

Sehingga yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir jenjang pendidikan.

Demikian keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

s =
Dewi Zuliani Rosa, S.E

Rangkap 2
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FORM. FU.3

SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN
Nomor : 682/UMNAW/PUSPA/A.31/2026

Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah menerangkan bahwa:

Nama : ELSA SALSAHBILLAH TAMBUNAN
NPM 1245114242

Fakultas/Program Studi  : Hukum/Ilmu Hukum

Semester VI

Nomor Anggota 5

tidak ada lagi hal-hal yang bersangkut paut dengan Perpustakaan, sehingga yang bersangkutan
dapat dibenarkan menempuh ujian sarjana.

Buku yang disumbangkan sebanyak 2 (dua) judul yaitu:
1.
2

Demikian keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner
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Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983). 

Sadijijono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006). 

Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Kompas, 2007). 
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Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kepolisian dan Kemiliteran, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). 

Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). 

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 

Yakobus Sila, Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2016). 
B. 
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
C. 
Jurnal
Abas, Gunawan Hi, dan Muh Yani Renwarin. “Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian pada Pengamanan Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis di Kota Ternate.” Journal of Law and Nation, Vol. 3, No. 4, November 2024.

Manuella, Geby Khusi, Jennifer Christina Junycia, dan Yeremia Haganta Kaban. “Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2025.
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LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN AROGANSI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI KASUS POLDA SUMUT)

Nama Peneliti: Elsa Salsahbillah Tambunan

NPM: 245114242

Nama Narasumber: SURYA DARMA, S.H.

Jabatan/Unit Kerja: ........................................................

Tanggal Wawancara: 05 Juni 2026

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai proses hukum, bentuk tindakan arogansi, dan pertanggungjawaban hukum anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Pertanyaan bersifat semi-terstruktur sehingga narasumber dapat memberikan penjelasan tambahan sesuai pengalaman dan pengetahuannya.

A. Pertanyaan Pendahuluan

1. Pertanyaan: Mohon Bapak menjelaskan jabatan, unit kerja, dan ruang lingkup tugas yang saat ini dijalankan.

Jawaban: Jabatan dan unit kerja saya dicantumkan sesuai data kedinasan. Secara umum, tugas saya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian dan pemahaman terhadap mekanisme penanganan dugaan pelanggaran anggota, termasuk perkara yang timbul dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat.

2. Pertanyaan: Berapa lama Bapak bertugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Jawaban: Masa tugas saya telah memberi pengalaman menghadapi berbagai bentuk kegiatan kepolisian dan penanganan permasalahan internal. Pengalaman tersebut membantu memahami bahwa setiap tindakan anggota harus dinilai berdasarkan kewenangan, prosedur, bukti, dan konteks tugas.

3. Pertanyaan: Apakah Bapak memahami proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri?

Jawaban: Ya. Penanganan dimulai dari laporan atau pengaduan, klarifikasi dan pengumpulan bukti, gelar perkara, pemeriksaan pendahuluan, serta apabila bukti mencukupi dapat dilanjutkan ke sidang kode etik atau mekanisme disiplin sesuai jenis pelanggaran.

4. Pertanyaan: Bagaimana karakter pengamanan unjuk rasa dibandingkan tugas kepolisian lainnya?

Jawaban: Pengamanan unjuk rasa memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena polisi harus menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat menyampaikan pendapat. Petugas dituntut tegas, tetapi tetap persuasif, netral, proporsional, dan mampu mengendalikan emosi.

5. Pertanyaan: Apa pentingnya perilaku dan komunikasi anggota dalam pengamanan unjuk rasa?

Jawaban: Komunikasi sangat menentukan. Ucapan yang jelas dan sopan dapat meredakan situasi, sedangkan kata-kata yang merendahkan, menantang, atau menonjolkan kekuasaan dapat memperkeruh keadaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

B. Pertanyaan Rumusan Masalah Pertama
6. Pertanyaan: Bagaimana proses hukum dimulai ketika terdapat pengaduan tindakan arogan anggota Polri?

Jawaban: Pengaduan diterima dan dicatat dengan identitas para pihak, waktu, tempat, kronologi, ucapan atau tindakan yang dipersoalkan, serta bukti awal. Setelah itu ditentukan kewenangan penanganan dan dilakukan klarifikasi untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana.

7. Pertanyaan: Apa yang harus diperiksa pada tahap klarifikasi awal?

Jawaban: Pemeriksa menggali kronologi, posisi anggota, surat perintah, pembagian tugas, situasi massa, tujuan tindakan, kata-kata yang digunakan, nada dan gestur, serta respons peserta aksi. Klarifikasi belum menentukan kesalahan, tetapi menguji apakah informasi layak didalami.

8. Pertanyaan: Apa dasar dilakukannya audit investigasi?

Jawaban: Audit investigasi dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan, informasi atau temuan fungsi pengawasan, atau rekomendasi yang masih memerlukan pendalaman. Kegiatannya mencakup wawancara, pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumen, dan mendatangi tempat terkait.

9. Pertanyaan: Bukti apa saja yang relevan dalam perkara arogansi saat unjuk rasa?

Jawaban: Bukti dapat berupa rekaman video atau suara, foto, surat perintah pengamanan, rencana dan laporan pengamanan, daftar personel, komunikasi radio, keterangan pelapor, saksi peserta aksi, saksi anggota, serta keterangan terduga pelanggar.

10. Pertanyaan: Bagaimana memastikan rekaman video dapat dipercaya?

Jawaban: Pemeriksa mencari file asli, meminta keterangan perekam, mencocokkan waktu dan lokasi, melihat kesinambungan rekaman, dan membandingkannya dengan rekaman lain. Potongan media sosial harus diuji agar tidak kehilangan konteks.

11. Pertanyaan: Bagaimana pemeriksaan pelapor dan saksi dilakukan?

Jawaban: Saksi diminta menyebutkan kata-kata dan tindakan konkret, posisi saat melihat atau mendengar, keadaan sebelum dan sesudah peristiwa, serta reaksi pihak lain. Keterangan langsung dibedakan dari informasi yang hanya didengar dari orang lain.

12. Pertanyaan: Bagaimana pemeriksaan terhadap anggota yang diadukan?

Jawaban: Anggota diberi tahu pokok dugaan, diminta menjelaskan kronologi dan konteks tugas, serta diberi kesempatan mengajukan bukti dan saksi. Keterangannya diuji dengan dokumen, rekaman, dan keterangan pihak lain.

13. Pertanyaan: Apa arti surat perintah pengamanan dalam pemeriksaan?

Jawaban: Surat perintah menunjukkan kapasitas kedinasan, posisi, tanggung jawab, dan struktur komando. Dokumen ini membantu menilai standar perilaku yang berlaku bagi anggota, terutama apabila yang bersangkutan menjadi kepala pengamanan objek.

14. Pertanyaan: Bagaimana dugaan arogansi diterjemahkan ke dalam unsur pelanggaran?

Jawaban: Istilah arogansi harus dijabarkan menjadi perilaku konkret, misalnya tidak sopan, tidak profesional, merendahkan, menonjolkan jabatan, tidak netral, menyalahgunakan posisi, atau tidak menghormati hak masyarakat.

15. Pertanyaan: Apa fungsi gelar perkara dalam proses etik?

Jawaban: Gelar perkara menguji fakta, bukti, pendapat hukum, kategori pelanggaran, dan rekomendasi apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan. Hasilnya dituangkan dalam laporan yang memuat dasar, fakta, pendapat, kesimpulan, dan rekomendasi.

16. Pertanyaan: Bagaimana kategori pelanggaran ditentukan?

Jawaban: Kategori dinilai berdasarkan kesengajaan atau kelalaian, adanya kepentingan pribadi, dampak terhadap masyarakat dan institusi, perhatian publik, pengulangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana.

17. Pertanyaan: Kapan perkara dilanjutkan ke Sidang KKEP?

Jawaban: Perkara dilanjutkan apabila pemeriksaan pendahuluan dan bukti menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik yang cukup. Sidang memeriksa persangkaan, terduga pelanggar, saksi, ahli bila diperlukan, dan barang bukti.

18. Pertanyaan: Apa hak anggota yang diperiksa?

Jawaban: Anggota berhak mengetahui dugaan, memberikan keterangan tanpa tekanan, didampingi, mengajukan bukti dan saksi, menyampaikan pembelaan, serta menempuh banding sesuai ketentuan.

19. Pertanyaan: Bagaimana pelapor memperoleh kepastian mengenai proses?

Jawaban: Pelapor perlu memperoleh informasi perkembangan dan hasil sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan, data pribadi, dan kepentingan pemeriksaan. Komunikasi yang baik mencegah kesan bahwa pengaduan diabaikan.

20. Pertanyaan: Apa kendala utama penanganan perkara arogansi?

Jawaban: Kendala utamanya adalah rekaman terpotong, suara bising, perbedaan keterangan, minimnya saksi netral, tekanan opini publik, dan solidaritas internal yang disalahpahami. Semua itu diatasi melalui persesuaian bukti dan independensi pemeriksa.

C. Pertanyaan Rumusan Masalah Kedua
21. Pertanyaan: Bagaimana membedakan ketegasan dengan arogansi?

Jawaban: Ketegasan berhubungan dengan tujuan pengamanan yang sah, disampaikan secara jelas, profesional, dan proporsional. Arogansi menonjolkan superioritas pribadi, merendahkan, mengintimidasi, atau menggunakan status untuk memaksa di luar kebutuhan operasional.

22. Pertanyaan: Apa yang dimaksud arogansi verbal?

Jawaban: Arogansi verbal berupa bentakan, penghinaan, ancaman, tantangan, kata-kata meremehkan, atau penonjolan jabatan dan hubungan dengan pejabat agar pihak lain takut atau tunduk.

23. Pertanyaan: Apakah suara keras selalu merupakan arogansi?

Jawaban: Tidak. Kondisi massa dapat memerlukan suara keras agar terdengar. Penilaian harus melihat isi ucapan, nada, tujuan, gestur, pilihan alternatif, dan dampaknya, bukan volume semata.

24. Pertanyaan: Bagaimana menilai ucapan yang menyebut kedekatan dengan pejabat?

Jawaban: Ucapan tersebut dinilai dari maksud dan konteks. Apabila digunakan hanya untuk menjelaskan identitas mungkin berbeda, tetapi jika dipakai untuk menunjukkan kekebalan atau menekan peserta aksi, dapat menjadi penonjolan kekuasaan yang tidak patut.

25. Pertanyaan: Bagaimana menilai penyebutan identitas suku?

Jawaban: Penyebutan suku tidak otomatis diskriminatif, tetapi sangat sensitif. Jika membentuk kubu kami dan kalian, merendahkan, mengintimidasi, atau menimbulkan kesan keberpihakan, relevan sebagai pelanggaran etik.

26. Pertanyaan: Apa bentuk arogansi nonverbal?

Jawaban: Gestur menunjuk wajah, mendekat agresif, mendorong tanpa kebutuhan, tatapan meremehkan, atau memamerkan perlengkapan untuk menekan dapat menjadi arogansi nonverbal bila didukung konteks.

27. Pertanyaan: Apakah mengatur akses gerbang merupakan tindakan arogan?

Jawaban: Mengatur akses merupakan kewenangan sah apabila diperlukan. Yang dinilai adalah cara pelaksanaan. Perintah membuka akses harus dijelaskan dan dilakukan bertahap; tujuan yang sah tidak membenarkan bahasa merendahkan.

28. Pertanyaan: Bagaimana pengaruh posisi kepala pengamanan objek?

Jawaban: Posisi tersebut meningkatkan tanggung jawab karena kepala pengamanan menjadi teladan dan mengendalikan personel. Ucapannya mudah dipersepsikan sebagai sikap resmi institusi, sehingga standar kehati-hatiannya lebih tinggi.

29. Pertanyaan: Apa hubungan arogansi dengan pengendalian emosi?

Jawaban: Banyak tindakan arogan muncul ketika petugas terpancing. Emosi manusiawi dipahami, tetapi anggota terlatih wajib mengendalikan diri. Tekanan lapangan dapat menjadi konteks, bukan pembenaran.

30. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kegagalan komunikasi persuasif?

Jawaban: Kegagalan terlihat ketika petugas langsung berdebat atau menantang, tidak menggunakan koordinator aksi atau negosiator, tidak menjelaskan alasan, dan tidak memberi kesempatan yang wajar sebelum tindakan tegas.

31. Pertanyaan: Bagaimana membuktikan nada intimidatif?

Jawaban: Dapat dinilai melalui rekaman, keterangan saksi, jarak, gestur, rangkaian ucapan, perubahan perilaku pihak yang dituju, dan reaksi massa. Tidak harus ada ancaman eksplisit.

32. Pertanyaan: Apa dampak arogansi terhadap kebebasan berpendapat?

Jawaban: Arogansi dapat menimbulkan efek gentar, menghentikan dialog, membuat peserta takut, dan mengurangi kualitas perlindungan hak menyampaikan pendapat, walaupun aksi secara formal tidak dibubarkan.

33. Pertanyaan: Apa dampaknya terhadap institusi Polri?

Jawaban: Perilaku anggota di ruang publik melekat pada institusi. Arogansi menurunkan kepercayaan, memperkuat citra represif, dan menyulitkan anggota lain membangun kerja sama dengan masyarakat.

34. Pertanyaan: Apakah kesalahan komunikasi selalu menjadi pelanggaran etik?

Jawaban: Tidak selalu. Harus dinilai tingkat ketidakpatutan, kesalahan, dampak, dan respons setelah kejadian. Kesalahan ringan dapat memerlukan pembinaan, sedangkan penonjolan kuasa atau diskriminasi dapat masuk pelanggaran etik.

35. Pertanyaan: Apa unsur utama bentuk arogansi dalam kasus ini?

Jawaban: Unsur yang diuji adalah dugaan penonjolan hubungan dengan pejabat, penyebutan identitas suku, nada dan gestur, posisi sebagai petugas pengamanan, situasi akses gerbang, serta dampak terhadap peserta aksi.

D. Pertanyaan Rumusan Masalah Ketiga
36. Pertanyaan: Bentuk pertanggungjawaban apa yang paling relevan?

Jawaban: Untuk tindakan ucapan dan sikap tidak profesional, pertanggungjawaban disiplin dan kode etik paling relevan. Administratif dapat mengikuti. Pidana atau perdata diterapkan hanya apabila unsur hukumnya terpenuhi.

37. Pertanyaan: Kapan pertanggungjawaban disiplin diterapkan?

Jawaban: Ketika anggota melanggar kewajiban kedinasan, tidak bersikap sopan, tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, atau melakukan tindakan yang menurunkan kehormatan Polri.

38. Pertanyaan: Kapan pertanggungjawaban kode etik diterapkan?

Jawaban: Ketika perilaku melanggar profesionalitas, proporsionalitas, proseduralitas, penghormatan hak asasi, integritas, atau kehormatan profesi. Standarnya lebih tinggi daripada sekadar tidak melakukan tindak pidana.

39. Pertanyaan: Apa bentuk pertanggungjawaban administratif?

Jawaban: Dapat berupa evaluasi jabatan, mutasi demosi, penundaan pangkat atau pendidikan, penempatan khusus, dan tindakan lain sesuai putusan serta kategori pelanggaran.

40. Pertanyaan: Kapan perkara dapat masuk ranah pidana?

Jawaban: Apabila ucapan atau tindakan memenuhi unsur tindak pidana tertentu, seperti ancaman, kekerasan, penghinaan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang diatur hukum. Istilah arogansi sendiri bukan delik.

41. Pertanyaan: Apakah proses etik menghapus pidana atau perdata?

Jawaban: Tidak. Sanksi etik tidak menghapus tuntutan pidana atau perdata. Setiap jalur memiliki unsur dan tujuan berbeda, tetapi koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih yang tidak adil.

42. Pertanyaan: Bagaimana prinsip tanggung jawab individual diterapkan?

Jawaban: Setiap anggota dinilai berdasarkan ucapan, tindakan, perintah, pengetahuan, dan kewenangannya sendiri. Anggota lain tidak otomatis bertanggung jawab hanya karena berada dalam satu regu.

43. Pertanyaan: Dapatkah atasan dimintai pertanggungjawaban?

Jawaban: Dapat apabila terbukti lalai memberi arahan, pengawasan, atau koreksi, mengetahui atau sepatutnya mengetahui risiko, dan memiliki kewenangan mencegah. Tanggung jawab atasan tidak bersifat otomatis.

44. Pertanyaan: Apa faktor pemberat?

Jawaban: Kesengajaan, pengulangan, posisi pimpinan, penggunaan identitas atau jabatan untuk menekan, dampak luas, perhatian publik, tidak adanya penyesalan, dan upaya menghambat pemeriksaan.

45. Pertanyaan: Apa faktor meringankan?

Jawaban: Situasi sangat tegang, provokasi nyata, tidak ada riwayat pelanggaran, pengakuan, permintaan maaf, kerja sama, tindakan memulihkan keadaan, dan tidak adanya pengulangan.

46. Pertanyaan: Apa sanksi etika yang dapat dijatuhkan?

Jawaban: Perilaku dinyatakan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan dan tertulis, serta mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi sesuai ketentuan.

47. Pertanyaan: Apa sanksi administratif yang tersedia?

Jawaban: Mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus, atau pemberhentian tidak dengan hormat sesuai kategori dan syarat.

48. Pertanyaan: Bagaimana memastikan sanksi proporsional?

Jawaban: Komisi menghubungkan sanksi dengan tingkat kesalahan, akibat, jabatan, riwayat, dan keadaan meringankan. Putusan harus menjelaskan mengapa sanksi dipilih dibanding alternatif lain.

49. Pertanyaan: Apa bentuk pemulihan bagi pihak yang dirugikan?

Jawaban: Pemulihan dapat berupa klarifikasi, permintaan maaf, forum komunikasi yang aman, serta jaminan penghormatan hak aksi. Pemulihan tidak boleh dipaksakan untuk mencabut pengaduan.

50. Pertanyaan: Apa perbaikan kelembagaan yang diperlukan?

Jawaban: Briefing etik sebelum pengamanan, penguatan negosiator, pelatihan komunikasi konflik, rotasi personel, dokumentasi video, evaluasi pascakegiatan, supervisi pimpinan, dan tindak lanjut yang terukur.

E. Pertanyaan Penutup
51. Pertanyaan: Apa rekomendasi utama Bapak agar pengamanan unjuk rasa berlangsung profesional dan humanis?

Jawaban: Setiap operasi harus memiliki perencanaan, pembagian tugas, negosiator, arahan komunikasi, dan pengawasan yang jelas. Anggota harus menghindari perdebatan personal, bahasa diskriminatif, dan penonjolan jabatan. Pengaduan masyarakat perlu ditangani objektif dan hasilnya digunakan untuk pembinaan serta perbaikan sistem.

52. Pertanyaan: Apakah terdapat keterangan tambahan yang penting bagi penelitian ini?

Jawaban: Penilaian terhadap anggota harus adil dan berbasis bukti. Masyarakat memiliki hak mengadu, tetapi anggota juga memiliki hak membela diri. Tujuan proses bukan sekadar menghukum, melainkan menjaga profesionalitas Polri, memulihkan kepercayaan, dan mencegah pengulangan.
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